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ABSTRAK

Agustin, Erika Dwi . Analisis Netralitas Panitia Pemilihan Kecamatan Di kepohbaru
Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Pilkada Bojonegoro 2024 . Skripsi ,Progam Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Fakultas Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro, Pembimbing (1) Dr. Ernia Duwi
Saputri, S.pd., M.H. (Il) Drs. Heru Ismaya, M.H.

Kata Kunci : Netralitas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Peraturan Komisi Pemiithan Umum
Netralitas panitia pemilihan kecamatan sangat diperlukan dalam proses politik seperti

pilkada, Netralitas PPK menjadi krusial untuk menjamin bahwa seluruh proses pemilukada
berjalan adil, bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu. Sehubungan dengan hal itu,
diperlukan diskusi yang lebih mendalam tentang analisis netralitas panitia pemilihan
kecamatan di Kepohbaru berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2012 dalam pilkada Bojonegoro
2024. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dihasilkan
melalui wawancara. Proses pengumpulan informasi ini dikumpulkan melalui metode
observasi, dokumentasi, kuisoner dan wawancara. Untuk mempertahankan kevalidan data
digunakan triggulasi data. Kegiatan analisis data ditahapkan berawal dari reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh dua
kesimpulan hasil penelitian berikut. Pertama Berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitia
pengawas kecamatan kepohbaru terdapat pelanggaran administrasi selama pemilihan kepala
daerah 2024,walaupun itu bukanlah pelanggaran kode etik namun jika tidak segera disikapi
maka akan memengaruhi hasil pilkada dan bisa merugikan salah satu pihak. Kedua
Implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012 tentang kode etik
penyelenggara pemilihan umum kepala daerah telah dilaksanakan dengan ketentuan yang
ada.Namun disisi lain banyak hal yang harus dilewati oleh panitia pemilihan kecamatan agar

tetap netral selama pemilihan umum kepala daerah 2024
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ABSTRACT

Agustin, Erika Dwi. Analysis of the Neutrality of the District Election Committee in
Kepohbaru, Bojonegoro Regency Based on the Regulation of the General
Election Commission Number 13 of 2012 in the 2024 Bojonegoro Pilkada.
Thesis, Pancasila and Citizenship Education Study Program. Faculty of Social
Sciences Education, IKIP PGRI Bojonegoro, Supervisors (1) Dr. Ernia Duwi
Saputri, S.pd., M.H. (II) Drs. Heru Ismaya, M.H.

Keywords: Neutrality, Sub-district Election Committee, General Election Commission

Regulations

The neutrality of the sub-district election committee is very necessary in the political
process such as the regional elections, the neutrality of the PPK is crucial to ensure that the
entire regional election process runs fairly, free from the influence of certain political interests.
In this regard, a more in-depth discussion is needed about the analysis of the neutrality of the
sub-district election committee in Kepohbaru based on PKPU Number 13 of 2012 in the 2024
Bojonegoro regional elections. This study applies a descriptive qualitative approach with data
generated through interviews. The process of collecting this information was collected through
observation, documentation, questionnaires and interviews. To maintain the validity of the data,
data triangulation was used. Data analysis activities were carried out in stages starting from
data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis
above, the following two research conclusions were obtained. First, based on information
obtained from the Kepohbaru sub-district supervisory committee, there were administrative
violations during the 2024 regional head elections, although it was not a violation of the code
of ethics, if it was not addressed immediately, it would affect the results of the regional elections
and could harm one of the parties. Second, the implementation of the general election
commission regulation number 13 of 2012 concerning the code of ethics for organizers of
regional head elections has been carried out with existing provisions. However, on the other
hand, there are many things that must be passed by the sub-district election committee in order

to remain neutral during the 2024 regional head elections.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham Demokrasi,dimana
kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat.Bentuk perwujudan dari
demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum (Muhammad
Halwan Yamin,2013) . Pemilu merupakan manifestasi dari sistem demokrasi di Indonesia
(Mujiburrohman 2020). Menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2012 Pemilihan Umum, selanjutnya
disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945(Kehormatan et al. 2012) .Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum pada tanggal
14 februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden,dewan perwakilan rakyat
(dpr),dewan perwakilan daerah (dpd) ,dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (dprd provinsi)

dan dewan perwakilan rakyat kabupaten atau kota (dprd kabupaten atau kota).

Menurut J. Kaloh, Pada demokrasi yang terjadi ditandai dengan perkembangan sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa
dan bernegara serta kedaulatan berada ditangan rakyat kemudian diaplikasikan melalui
pengembangan sistem politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk
sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah
guna menunjang pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih demokratis. Proses penyelenggaraan

pemilu diharapkan mampu menjaring calon-calon pemimpin yang berkualitas dan sesuai



dengan keinginan rakyat, serta pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat yang

menjadi salah satu tujuan demokrasi (Pipit Muliyah Dkk. (2020) .

Masyarakat Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi pada 27 November
2024.Pilkada diselenggarakan pada 27 November 2024 merupakan pemilihan gubenur dan
wakil gubenur,walikota dan wakil wali kota,bupati dan wakil bupati. Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara
demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-
UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam pasal 1 undang-undang
nomor 13 tahun 2012 (Kehormatan et al. 2012).Adapun asas-asas pemilihan kepala daerah
sama dengan asas-asas pemilihan umum secara umum.yaitu
langsung,umum,bebas,rahasia,jujur,dan adil atau yang disebut juga dengan luber judil.Asas-
asas ini tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.Menurut PKPU
Nomor 2 tahun 2024 ada beberapa tahapan dalam pemilihan umum kepala daerah yaitu
persiapan,perencanaan progam dan anggaran,penyusunan peraturan penyelenggara pemilihan,
perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan
pelaksanaan pemilihan, pembentukan PPK, pps, dan kpps, penyerahan daftar penduduk
potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pemenuhan persyaratan
dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon,
pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon,
pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara,pemungutan suara dan rekapitulasi
hasil pemungutan suara,penetapan calon penyelesaian pelanggran dan sengketan hasil

pemilihan, dan pengusulan pengangkatan calon terpilih (Umum 2024).

Menurut Muhammad Halwan Yamin dalam Devi Nurhidayati Pemilihan umum kepala
daerah adalah proses politik demokrasi dalam menentukan kepemimpinan pada tingkat dewan

perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang tentunya telah terpolarisasi oleh partai penguasa, kini



ini perubahan tatanan ini juga memberikan nuansa tersendiri dalam perkembangan
penyelenggaraan pemilihan umum daerah dengan munculnya calon independen atau
perseorangan menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin terbuka bagi warga negara.Calon
independen adalah calon kepala daerah yang ikut dalam pemilihan umum kepala daerah

melalui jalur perseorangan atau non partai (Pipit Muliyah ,Dkk (2020) .

Kehadiran calon independen juga akan mengubah dominasi partai politik.Satu-satunya cara
untuk mengikuti pemilihan kepala daerah yang baru-baru ini diadakan di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana terdapat calon perseorangan dalam pemilihan

kepala daerah, serta calon perseorangan.

Berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012,yang mengatur
tentang kode etik,penyelenggara pemilukada wajib menjaga dan memelihara netralitas,
imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan
demokratis.Kecamatan =~ Kepohbaru,sebagai salah  satu  wilayah  dikabupaten
Bojonegoro,memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan tingkat partisipasi
politik yang cukup tinggi.Kondisi ini menjadikan peran PPK sangat signifikan dalam menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada.

Diketahui  bahwa  wilayah timur bojonegoro yang meliputi  kecamatan
kapas,balen,sumberjo,baureno,kepohbaru,kedungadem merupakan wilayah emas yang ada
dibojonegoro dibandingkan wilayah barat daya bojonegoro yang meliputi kecamatan gondang
dan sekar.Dikatakan wilayah emas karena jumlah penduduk yang padat,hal inilah yang sering
kali menjadi wilayah strategis untuk partai politik atau team pemenangan pasangan calon
berlomba-lomba mencari dukungan dengan berbagai usaha.( Badan Pusat Statistik Kabupaten

Bojonegoro. (16 April 2024). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2022-2023. Diakses



pada 21 Desember 2024, dari https://bojonegorokab.bps.go.id/id/statistics-

table/2/NjUjMg%3D%3D/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html ).

Namun dalam implementasinya sejumlah faktor, termasuk hubungan keluarga dapat
memengaruhi pola pikir dan preferensi pemilih.Hal ini sangat releven ketika calon-calon yang
bersaing memiliki keterkaitan keluarga yang berbeda namun strategis dalam memengaruhi
pandangan masyarakat. Peran keluarga terutama dalam mendukung seorang calon pemimpin
daerah atau wakil kepala daerah, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika dan
hasil pilkada.Dukungan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk,seperti dukungan

moral,material,hingga keterlibatan aktif dalam kampanye atau team pemenangan.

Praktik oligarki masih mewarnai setiap kontestasi politik. Terdapat beberapa ilmuan yang
mencoba mendefinisikan mengenai oligarki yaitu plato dan aristoteles.Plato mendefinisikan
Oligharkhi yaitu pemerintahan oleh para golongan hartawan yang melahirkan milik
partilkuli,sedangkan menurut Aristhoteles Oligarhki yaitu pemerintah oleh kelompok orang
guna kepentingan kelompok/golongan sendiri (Gabriel 2020). Kandidat yang memiliki
kekuatan politik dari para oligarki yang berasal dari keluarga memiliki peluang untuk

memenangkan kontestasi politik (Winters n.d.) .

Aparatur sipil negara dan panitia pemilihan kecamatan merupakan dua belah pihak yang
memiliki peran signifikan dalam mendukung kelancaraan proses pilkada.Asn,sebagai unsur
birokrasi pemerintah,memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik secara
netral dan profesional,disisi lain PPK sebagai bagian dari penyelenggara ad hoc
pemilukada,bertugas menjalankan tahapan teknis pilkada ditingkat kecamatan.Hubungan
strategis antara asn dan PPK dapat terciptakan melalui koordinator dan kerja sama dalam
mendukung  kebutuhan  logistik,dan administrasi ~ pemilukada.Namun  dalam

prakteknya,hubungan ini dapat menjadi tantangan jika tidak dijaga sesuai prinsip netralitas dan


https://bojonegorokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg%3D%3D/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html
https://bojonegorokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg%3D%3D/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html

profesionalitas.Ada dugaan bahwa kedekataan atau hubungan kerja sama asn dan PPK dalam
pilkada dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung salah satu calon.Namun disisi
lain,keterlibatan kerabat dan keluarga yang menjadi anggota dewan ,seringkali memanfaatkan
akses terhadap jejaring politik yang lebih luas.Hal ini terutama menjadi isu diwilayah yang

memiliki persaingan politik tinggi.

Netralitas panitia pemilihan kecamatan sangat diperlukan dalam proses politik seperti
pemilihan umum pemimpin daerah.Hal ini karena panitia pemilihan kecamatan adalah
penyelenggara yang harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu calon.Dalam proses
pemilihan kepala daerah adanya panitia pemilihan kecamatan sebagai satu bagian dari
penyelenggara pemilukada memiliki peran yang strategis.PPK bertanggung jawab atas
pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara diwilayahnya.Oleh karena itu,netralitas
PPK menjadi krusial untuk menjamin bahwa seluruh proses pemilukada berjalan adil,bebas

dari pengaruh kepentingan politik tertentu.

Permasalahan inilah yang menjadi latar belakang yang peneliti bahas dalam bentuk tulisan
akademis berjudul “ Analisis Netralitas Panitian Pemungutan Kecamatan di Kepohbaru
Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2012 Dalam Pilkada Bojonegoro 2024”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana netralitas panitia pemilihan kecamatan di Kepohbaru kabupaten Bojonegoro
berdasarkan peraturan komisi pemilhan umum nomor 13 tahun 2012 dalam pilkada panitia

Bojonegoro 2024?



C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui netralitas panitia pemilihan kecamatan di Kepohbaru Kabupaten
Bojonegoro berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012 dalam

pilkada Bojonegoro 2024.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan baik yang terkait

secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum
khususnya hukum tata negara terkait netralitas panitia pemungutan kecamatan di Kepohbaru
Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012

dalam pilkada 2024.

b. Manfaat Praktis

i.  Manfaat bagi peneliti
Sebagai media pembelajaran metode penelitian pendidikan hukum, menunjang
keterampilan mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta sebagai bahan rujukan dalam keperluan akademis dan
pelengkap literatur.

i1.  Manfaat bagi Universitas
Bagi pihak Universitas IKIP PGRI BOJONEGORO terkhusus bagi Fakultas
ilmu pengetahuan sosial Program Studi PPKn, diharapkan berguna sebagai
literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian
di bidang kajian yang sama. Hasil dari penelitian dapat bermanfaat untuk

seluruh mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang tata



negara khususnya tentang kajian netralitas panitia pemilihan kecamatan dalam
pemilihan kepala daerah.
E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Netralitas

Netralitas adalah kecenderungan untuk tidak memihak salah satu calon.Netralitas dalam
pilkada merujuk pada prinsip penyelenggara pemilihan,harus bersikap tidak memihak ataupun
berpihak pada calon kepala daerah atau partai politik manapun.Netralitas ini penting untuk
memastikan bahwa proses pemililihan berlangsung secara adil,jujur,transparan tanpa adanya

intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dirugikan salah satu pihak.

2. Panitia pemilihan kecamatan

Menurut Peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012,Panitia pemilihan
kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota

untuk melaksanakan Pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain(Kehormatan et al. 2012).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU

Peraturan Komisi pemilithan Umum atau PKPU merupakan peraturan pelaksana dari
undang-undang maka kedudukannya dalam tata susunan dipersamakan atau disejajarkan
dengan Peraturan Pemerintah yang dalam teori dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut sebagai peraturan yang
menjalankan perintah Undang-Undang, hanya saja PKPU ini lebih bersifat khusus. Maka dapat
disimpulkan kedudukan PKPU dalam tata susunan perundang-undangan adalah berada di
bawah dari undang-undang yang mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

lebih tinggi (Sumanto and Nggilu 2020).



4. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah
Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-UndangDasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (Kehormatan et al. 2012).



